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WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA SINGKAWANG |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pernbentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Dacrah
di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Uraian Tugas
Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Singkawang;

Undang-Undang Nomor 12 Tehun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara

Republik Indonesid Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

A
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);



Peraturan Pemerintah Nomor 16 Té.huh 1994 tentang".-'

‘Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran -

Negara Republik| Indonesia Tahun 1994  Nomor 22,
. Tambahan Lembardn Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nonior .
- 51, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5121);

Peraturan Pemerinéah Nomor 97 Tahun 2000 tentang'
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) ‘sebagaimana
telah diubah dengan Peraturen Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik -

Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4332); '

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang ;

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan -
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

188, Tambahan Lémbaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 5467); : :

Peraturan Pemermtah Nomor 9 Tahun 2()03 tcntang
Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara.
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) -
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemmdahan dan Pemberhentian Pegawai
~ Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik indonesm Tahun'
2009 Nomor 164),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang-
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik-Indonesia Nomor 4741);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
, Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 'qu_or
5258); o -

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 -
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pératuran-
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawm Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33); . '

13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor - 5 Tahun -
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota

Singkawang {Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun
. 2008 Nomor 5); ¢ '

14, Peraturan Daersah Kota Singkawang Nomor 6 Tabun
2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Yerangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Singkawang (Lembaran Daerah Kota  Singkawang Tahun
2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang
Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALl KOTA TENTANG URAIAN TUGAS -
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SINGKAWANG. . -

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Singkawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagm unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah, :

Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.

Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Singkawang.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkeﬁvang
Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Smgkawang _ _
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Smgkawang

Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, ‘tanggung
jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka
memimpin suatu Organisasi Pemerintahan.
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Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang
merupakan upaya pokok yang -dilakukan pemegang jabatan dalam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, dengan menggunakan perangkat '
kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.

BAB 11

URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA

(1)

{2)

(3)

SUB BAGIAN, DAN KEPALA SEKSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

: Pasal 2 .
Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Otonomi Duerah di
bidang kelautan dan perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.,

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah unsur pimpinan
yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,
memfasilitasi, mengawasi, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di
bidang kelautan dan perikanan  berdasarkan kebijakan Wali Kota dan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. :

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (3},
Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

a.

Merumuskan dan merencanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan
dan Perikanan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kota Singkawang serta ketentuan lain yang berlaku sebagal pedoman
dalam melaksanakan tugas;

Melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dmas_- |
Kelautan dan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang
berlaku guna peningkatan kinerjo pegawai;

Mengarahkan Seliretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Baglan dan
para Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas berdasarkan pedoman kerja

‘untuk menghindari terjadinya penyelewengan wewenang;

Mengkoordinasikan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan unit

kerja terkait, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar -

kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan serasi; .

Memfasilitasi kegiatan Kesekretariatan Dinas Kelautan dan Penkanan
berdasarkan program kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas; o

Memberikan dukungan atas penyelenggaraan program dan keglatan yang
telah ditetapkan agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar;

Melakukan pengawasan dan pengenda_han terhadap Sekretaris, para Kepala
Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi dalam pelaksanaan
tugas, baik secara preventif maupun refresif untuk menghindari kesalahan
dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; '
Melakukan penandatangan naskah dinas yang berhubungan dengan masalah
Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangan yang diserahkan oleh atasan
guna kelancaran pelaksanaan tugas;.

;



Melakukan pembinaan Pelayana'n administrasi Keuangan' -pada Dinas

~ Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib

m.

(1)
(2)

(3)

administrasi dan pengelolaan barang{pada Dinas kelautan dan perikanan;

Memfasilitasi keperluan pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku guna
kelancaran pelaksanaan tugas dan fiingsinya;

Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dxperlukan oleh Dinas
Kelautan dan perikanan sesuai kemampuan keuangan daerah, ketent_uan-
yang berlaku dengan meminta pertimbangan Wali Kota/ Wakil Wali Kota;

Mengevaluasi seluruh kegiatan: di Dinas Kelautan dan Pcrikanan sctiap 1
(satu) Tahun Anggaran berdasarkan realisasi kegiatan guna memngkatkan
pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang;

Memberikan saran dan pertimhangan kepada pimpinan tentang pelaksanaan
tugas di bidang Kelautan dan Pcrikanan secara tertulis melalui nota dinas,
nota pengajuan maupun secara lisan sesuai dengan ketentuan berlaku agar
pelaksanaan urusan yang berhubungan dengan Kelautan dan Perlkanan
dapat berjalan baik dan lancar; '

Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan dengan memermtahkan bawahan
untuk merekapitulasi kegiatan yang telah dilaksanakan untuk diketahui dan

- sebagai bahan dalam pcmbuatan laporan ke jenjang yang iebih tingg); dan

Melaksanakan tugas kedinasan léinnya sesuai petunjuk dan arahan yang
diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 4
Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan dibawah Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung Jawab kcpada Kepala'

Dinas. ;

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah unsur staf yang
berkedudukan dibawah Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan -
sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengoordinasikan
penyusunan program dan penyelenggaraﬁn tugas bldang secara terpadu serta
pelayanan administratif.

Pasal 5

Untuk menyélenggarakan tugas sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 4,
Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a.

b. -

Merencanakan program kerja Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan
berdasarkan Rencana Strategis  (RENSTRA) serta ketentuan yang bbrlaku_
scbagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

Membagi tugas kepada para Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok.
dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan tugas sesual dengan rencana
yang telah ditetapkan; '



Memberi petunjuk kerja kepada para Kepala Sub Bagian secara lisan dan
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dllaksanakan-
dengan cepat dan benar;

Mengkoordinasikan kegiatan Dinas: Kelautan dan Perikanan dengan ﬁhit
kerja terkait, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan
SCI'B.S!

Melakukan pengawasan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas ba.1k'

- secara langsung maupun tidak langsung untuk menghindari penylmpangan

dari ketentuan yang berlaku; .

Mengelola administrasi kepegawaian, organisasi dan tatala.ksana,'
keprotokolan dan humas, urusan umum dan rumah tangga Dinas Kelautan
dan Perikanan herdasarkan tugas pokok dan fungsi uniuk kelancaran

* pelaksanaan tugas; , _ _
Memfasilitasi sarana dan prasarana kesekretariatan Dinas Kelautan dan

Perikanan sesuai anggaran yang tersedia agar dapat terlaksana dengan baik;

Meclaksanakan pelayanan urusan surat menyurat dan pengar51pan- :

berdasarkan pedoman yang berlaku untuk tertib administrasi;

Menelaah dan mengoreksi tata naskan dinas yang berkmtan dengan
penatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan pedoman dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan; |

Melakukakan ecvaluasi pelaksanaan tugas para Kepala Sub Bagian dengan

membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kelja yang
ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

. Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan ' pe_rigcloléan N
kesekretariatan Dinas Kelautan dan Perikanan kepada pimpinan secara lisan =

atau tertulis berdasarkan hasil temuan dan masalah untuk dljadlkan bahan
pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan;

Menyampaikan laporan hasil - pelaksanaan tugas kepada pimpinan
berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan kesekretaritan Dinas Kelautan dan
Perikanan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan t.ugus dan bahan
cvaluasi serta penilaian kinerja olch pimpinan; dan '

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan Lugas pokok
dan fungsi Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas. '

Pasal 6

- Sekretaris Dinas Kelautan dan Pcrikanaﬂ membawabhi :
1.

Kepala Sub Bagian Umum dan cheg’awaian;

2. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Bagian Ketiga
" Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Pasal 7

Kepala Sub Bagién Umum dan Kepegawaian mempunyat tugas_memimpin_ Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian dalam rangka melaksanakan sebagian tugas

Sekretariat meliputi mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi -

pelaksanaan tata usaha umum, yang meliputi urusan surat menyurat, keatsipan,
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mengolah data pegawai, proses mutasi pegawai, pensiun pegawai, penyusunan
formasi pegawai, kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan (ANJAB),
analisa beban kerja, administrasi perjalanan dinas, humas dan protlokol serta .
pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas yang meliputi pengadaan, penyuluran,
‘penyimpanan dan pemeliharaan barang milik Dinas. o

Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagafmana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian  tugas:

a. Merencanakan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawa.lan
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan - ‘Perikanan
serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; .

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masmg-'.' '

masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis
berdasarkan ketentuan agar tugas, dapat dilaksanakan dengan cepat dan
benar;

d. Mengumpul dan mengolah bahan ketja, koordmam, fasilitasi pelaksanaan
tata uasaha meliputi urusan surat menyurat dan Kkearsipan berdasarkan
ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi di ketatausahaan;

e. Melaksanakan pengolahan data pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan
Perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertatanya bezzeting
kepegawaian dengan baik;

f. Melaksanakan proscs mutasi dan pensiun pegawai di ]mgkungan Dlnas
" Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna dijadikan
bahan pengusulan lebih lanjut;

g. Menyusun formasi pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
berlaku guna perencanaan persediaan dan kebutuhan pegawai;

h. Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dmas 3
Kelautan dan Perikanan dalam rangka untuk mengetahm Jumlah dan
kualitas pegawai yang diperlukan;

i. Menyusun evaluasi jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan'. .
Daerah dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan pegawai negeri sipil
guna untuk menentukan besarnyaigaji yang diberikan kepada pema.ngku '
jabatan; '

j. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas di hngkungdn Dmas Kelautan :
dan Perikanan berdasarkan ketentuan yang  berlaku agar tugas dapat .
dilaksanakan dengan cepat dan benar serta tertib administrasi;

k. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol. di lmgkungan Dmas_
Kelautan dan Perikanan berdasarkan pedoman yang l)crla_ku. untuk
kelancaran pelaksanaan tugas; '

1. Melaksanakan urusan rumah tangga yang meliputi pengadaan, penyaluran

penyimpanan dan pemeliharaan barang milik Dinas Kelautan dan Perikanan
sesuai ketentuan agar tepat guna dan tepat sasaran;

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan. munbandmgkun hasil
kerja dengan rencana Kkerja yang telah dlsusun untuk menge tuhw lingkat
kinerja yang telah dicapai;



n. Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas dan -
kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk
menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan .
tugas, . .

0. Membuat laporan hasﬂ pelaksanaan tugas berdasarkan program ker_la yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi éesuai_ e

petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

_ Bagian Keempat o
Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan o
Pasal 9 |

Kepala Sub Bagian Program, Evalfuzési dan Pelaporan mempﬁnjulli tugas
memimpin Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpul dan mengolah

bahan penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) Dinas, Penctapan Kinerja
Tahunan (PKT) Dinas, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
fasilitasi serta penyiapan bahan laporan program dan realisasi scluruh kegiatan
di lingkungan Dinas, penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, mengolah bahan
tindak lanjut hasil pengawasan fungsional (LHP) dan pengawasan melekat' '
(Waskat). '
; .
| Pasal 10 _ - o
Untuk menyelenggarakan tugas sebagai_mana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala ' 
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas: , .
a. Merencanakan program kerja Sub' Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikaman
serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
‘masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; -

c. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara baik secara lisan -

maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat'
dilaksanakan dengan cepat dan benar; . _ .
d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan -chcana ;
Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Penctapan Kinerja -
" Tahunan (PKT) Dlnas Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanaan penyusunan laporan; - '

e. Melaksanakan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, koordmasx
dan fasilitasi berdasarkan ketentuan yang berlaku guna mempermudah -
proses pelaksanaannya; _ . o

f. Menyiapkan bahan laporan program dan realisasi seluruh keglatan di-

lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai kctentuan yang berlaku -
agar pelaksanaan tugas berjalan landar;

g Melaksanakan penyusunan LAKIP, LKPJ, -dan LPPD berdasarkan program_
kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahm kmer_]a Dinas Kelautan
dan Perikanan;



h. Mengolah bahen tindak lanjut hasil pengawasan fungsional (LHP) sesuai

dengan peraturan perundangan unda.ngan yang berlaku guna tercapamya- E

kinerja dinas; _
i. Mengolah bahan tindak lanjut habll pengawasan melekat (WASKAT) sesuai
. dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna tercapamya
kinerja dinas; '

j. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan membandmgkan
hasil kerja dengan dengan rencana kerja yang telah disusun untuk
mengetahu tingkat kinerja yang telah dicapai; o

k. Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan tugas Sub Bagian

Program, Evaluasi dan Pelaporan secara lisan atau tertulis mengenai temuan
dan masalah untuk dijadikan bahan pertlmbangan bagi- plmplnan dalam -
mengambil kebijakan; '

1. Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam mclaksanakan tugas . dan._
- kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk
menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; :

m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang. |
~ telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan |

n. Melaksariakan tugas kedinasan lailimya yang berkaitan dengam tupoksi sesuai )
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

_ Bagian Kelima
Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memimpin Sub Bagian Bagian-
Keuangan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Sckretariat meliputi
mengumpul dan mengolah bahan kerja dalam rangka mengoordinasikan,.
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran {DPA) Dinas, penyusunan anggaran Kas Dinas, meneliti kelengkapan -
dokumen SPP, menyiapkan SPM, verifikasi atas pengguna anggaran Dinas, .
menyusun laporan keuangan Dinas (bulanan, semesteran dan tahunan),
pengelolaan gaji pegawai, pengolahan ' data/perhitungan/rekapitulasi laporan
berkala terhadap belanja pegawai, barang dan jasa serta operasional Dinas.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam P_&isal 11, Kepaia _'
Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan Rencana_ o

Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan serta ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;

¢. Memberi petunjuk kepada bawahan secara lisan maupun tertulis_ |
berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan dengah
cepat dan benar; - -



P,
Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan plapon dana
yang tersedia untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan program kegiatan;
Menyusun anggaran kas Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan jumlah
anggaran yang tersedia agar tertib dalam pengelolaan anggaran. :
Meneliti kelengkapan dokumen SPP Dinas Kelautan dan Perlkanan
berdasarkan ketentuan yang berlaku‘,untuk menghindari kesalahan;

Menyiapkan SPM Dinas Kelautan dan Perikanan  yang sudah diteliti -
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan dalam
pengajuan ke SKPD yang terkait; - t '

Melaksanakan verifikasi atas penggunaan anggaran Dinas Kelautan dan |

Perikanan berdasarkan anggaran yang tersedia guna memberi kepastian -
~ kebenaran penggunaan dana sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
Menyusun laporan keuangan {bulanan, semesteran, dan tahunan) Dinas
Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah diprogramkan; .
Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai Dinas Kelautan dan Perzkanan
berdasarkan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
Menyiapkan bahan usulan SKPP gaji PNS yang alih tugas/ pindah ke
Kabupaten/Kota lain atau keluar daerah lain dan PNS yang meninggal sesuai
peraturan yang berlaku guna tertib administrasi;

Melaksanakan pengolahan data/perhitungan/ rekapltulam Iaporan berkala
terhadap belanja pegawai, barang dan jasa serta operasional Dinas Kelautan

dan Perikanan guna dijadikan dasar dalam penyusunan laporan reahsa31'

anggaran, | |
. Menghimpun dan menyiapkan ‘bahan usulan pengangkatan -pcmega'n'g
kas/pembantu pemegang kas serta atasan langsungnya untuk dlsampaukan
kepada pimpinan; :

Mengevaluasi pelaksanaan tugas Hawahan dengan membandlngkan hasﬂ '
kerja dengan rencana kerja yang telah disusan untuk mengetahui tlngkat |
kinerja yang telah dicapai; : :
Mengatur dan mengkoordinir penyelenggaraan administrasi kéuahgan- seperti
- kegiatan pencairan, pembuatan ‘dqdkumen penerimanan dan pengel_uaran
uang, pembayaran, penyimpanan dan pembukuan sesuai dengan k_ctent_uan
yang berlaku dalam rangka tertibnyq_ pengelolahan administrasi keuangan;
Mengontrol pelaksanaan tugas baw_af;ian dalam melaksanakan tugas huWahan
dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk
menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pulukuanaan
tugas; |
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan |
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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(1)

{2)

Bagian Keenam
Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 13

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyusun rencana dan
program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, peimbinaan
teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pclaporan pelaksanaan
kegiatan bidang perikanan tangkap meliputi pelayanan dan pengembangan
usaha perikanan tangkap, pengelolaan sumberdaya sarana dan prasarana
perikanan tangkap, pengelolaan pasca panen dan pemasaran.

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1p1mp1n
oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas mela.lul Sekretaris.

L

: Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13, Kepa.la
Bidang Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas:

‘a.

d.

Merencanakan dan menyusun program kerja Bidang Perikanan 'I‘angkap
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) serta ketentuan vang berlaku
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

Membagi tugas kepada para Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan;

Memberi petunjuk kerja kepada para Kepala Seksi secara lisan dan tertulis

" berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dllaksanakan dengan

cepat dan benar;

Mengarahkan daii mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Kepala Seksi
untuk meningkatkan kelancaran dan menghindari terjadinya kesalahan serta
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi,

pengawasan dan pengendalian pembinaan pemanfaatan kekayaan laut o

poten31 sumber daya hayati;

Menyiapkan bahan perumusan  kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi,
pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian, jasa kelautan, pembinaan
teknis pengembangan usaha perikanan dan pemasaran serta penanganan

pasca panen, pengembangan wilayah pesisir, pengembangan dan pengolahan - jl

TPI/PPL;

Menyiapkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kas1

dilingkungan bidang perikanan tangkap untuk meningkatkan kelancaran dan

menghindari terjadinya kesalahan dan penylmpangan pelaksanaan tugas; .

Merumuskan kebijakan teknis di bldang perikanan tangkap dalam rangka -
pelaksanaan program kerja berddsarkan peraturan yang berlaku sebaai
bahan kebijakan daerah; - ' :

Melaksanakan pelaksanaan dan bimbingan teknis serta koordinasi sektor

terkait pada kegiatan bidang perikanan tangkap agar dlperoleh hasil yang
tepat sasaran, terarah dan terpadu;
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j.  Melakukan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang
Perikanan Tangkap agar diperoleh kinerja yang optimal; .
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan bt,rka.ltan dengan '
- permasalahan yang dihadapi baik secara lisan atau tertulis berdasarkan hasil

temuan dan masalah untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi plmpman
dalam mengambil kebljakan, | . .
1.  Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan bcrkaltan
dengan kegiatan Bidang Perikanan Tangkap yang dllaksanakan sebagal
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan sebagai bahan evaluasi -
serta penilaian kinerja oleh pimpinan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoktn sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 15
Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi : :
1. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha Perikanan l‘unglcap
2. Kepala Seksi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perikanan 'I‘nn{.,kap
3. Kepala Seksi Pasca Panen dan Pernasaran

Bagian Ketujuh _
Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha

Perikanan Tangkap
| Pasal 16

Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap
mempunyai tugas memimpin Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha
Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas menyusun rencana dan program
kerja, menéumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
pelayanan dan pengembangan usaha perikanan tangkap meliputi pengembangan
perijinan usaha perikanan tangkap, pemberdayaan pesisir, pembinaan teknis -
budidaya, penangkapan dan pengolahan hasil perikanan pembinaan .

pemanfaatan kekayaan laut, potensi sumber daya hayati. '

Pasal 17 . _

Untuk menyelenggarakan tugas sebugaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala

Seksi Pelayanan dan Pengembangan' Usaha Perikanan Tangkap mempunyai -

waian tugas: ‘

a. Merencanakan program kerja Seksi Pelayanan dan Pengambangan Usaha
Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan serta ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; |

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
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b

Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan ihaupun tertulis .

berdasarkan ketentuan agar tugas"‘dapat dilaksanakan dengan cepat dan_ o

benar;

Mengumpul dan mengolah serta memproses bahan perumusan kebijakan B
teknis yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengambangan
Usaha Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Tangkap untuk kelancaran
dalam pelaksanaan tugas;

Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan untuk
meningkatkan kelancaran dan menghindari terjadinya kesalahan serta .
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; :

Melaksanakan pembinaan bimbingan teknis serta koordlna81 dalam rangka

penetapan standar sertifikasi sarana penangkapan agar d1peroleh hasﬂ yang

tepat sasaran dan terpadu;

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan ' usaha'
perikanan tangkap sesuai dengan Ketentuan yang berlaku gun.a tcrubnya'
penggunaan sarana produksi pcnkanan,

Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan penangkapan x
perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar dlperolch has:l yang
maksimal;

Melaksanakan pengawasan dan . pengendalian - pengembangan usaha_
perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertibnya -
penggunaan sarana produksi perikanan; : -

Melaksanakan pengurusan perijinan usaha penangkapan perikanan sesuai -
dengan ketentuan yang berlaku guna terpenuhinya tertib, admlmstram :
perijinan; _ : =
Membina teknis dan pengendalian keglatan penangkapun dan pengolahan |
serta pengembangan perijinan usaha perikanan tangkap;

Memfasilitasi pengembangan Wilaya}; dan jasa kelautan dan i)crikanzxn sesuai
dengan ketentuan yang berlaku guna memanfaatkan sebesarnya uumber
daya kelautan dan perikanan yang tersedia;

. Melakukan kegiatan pengumpulan data PPI Kota Smgkawang dan data visual

kegiatan yang dilaksanakan di PPI Kota Singkawang pada setiap tahunnya;

Mendata kelompok nelayan yang mempunyai kapal ataupun belum
mempunyal Kkapal supaya  terdaftar dalam permohonan nelayan untuk
anggaran berikutnya; :

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. baik secara lisan .
maupun tertulis sebagai bahan pertlmbangan bagi - pimpinan dalam -
mengambil keputusan; . :

Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam R
melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan

yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penylmpangan
dalam pelaksanaan tugas; '

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai '
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. -
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Bagian Kedelapan
Kepala Seksi Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Perikanan Tanglkap
Pasal 18

Kepala Seksi Sumber Daya Sarana, dan Prasarana Perikanan Tangkap
mempunyai tugas memimpin Seksi Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas menyusun rencana dan program
kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
pengelolaan. sumber saya sarana dan prasarana perikanan tangkap meliputi

pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana perikanan tangkap, penggunaan
sarana penangkapan.

Pagal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala' '

Scksi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyal
uiaian tugas :

a. Merencanakan program kerja Seksi Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan serta ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; |

b. Membagi tugas kepada bawshan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
‘masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. -Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis

berdasarkan ketentuan agar tugasidapat dilaksanakan dengan cepat dan
benar;

d. Mengumpul dan mengolah serta memproses bahan perumusan kebijakan .
teknis yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Sumber Daya Sarana dan
Prasarana Bidang Perikanan Tangkap untuk kelancaran da]am pelaksanaan
_,tugas, :

e. Mengarahkan dan mengkoordmamkan pelaksanaan tugas bawahan untuk
meningkatkan kelancaran dan menghindari terjadinya kcsalahan serta
penyimpangan dalam pelaksanaan’ tugas;

f. Melaksanakan pembinaan bimbingan teknis serta koordinasi dalam rangka
penetapan standar sertifikasi pemanfaatan sumberdaya sarana dan
prasarana perikanan tangkap agar diperoleh hasil yang tepat sasaran d._ém ‘
terpadu; _ o '

g. Melaksanakan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana perikanan lungkap sesuai
petunjuk teknis agar diperoleh kinerja yang optimal .

h. Melaksanakan pengawasan dan pengcndahan penggunaan pemanfaatan
sumberdaya sarana dan prasarana perikanan tangkap berdasarkan
ketentuan yang berlaku agar diperoleh hasil yang maksimal |

i. -Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan pemanfaatan
sumber daya sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna tertibnya penggunaan sarana: dan’ prasarana
perikanan tangkap
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j. Melaksanakan pengurusan perijinan. pema.nfaafan sumbcrdaya sarana dan
prasarana perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
terpenuhinya tertib administrasi perijinan '

(,k. Memfasilitasi pengembangan wilayah dan jasa kelautan dan pcrika_nan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku guna memanfaatan sebesar-besar
sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersedia '

. Memfasilitasi dan memberikan saran kepada kelompok pcnangkapan ikan

dalamn pemecahan masalah serta kendala yang dihadapi dalam lu-ursnpan '
penangkapan :

m. Melaksanakan pengendalian dan péngawasan kearsipan penangkapan ikan -
sesuai dengan alat tangkap yang digunakan agar tidak terjadi perqellslhan :
diantara nelayan penangkapan ikan | =

n. Menyampaikan saran dan pemmbangan kepada atasan berkautan dengan.

permasalahan yang dihadapi dalarh pelaksanaan tugas baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan ' pertimbangan bagi pimpinan dalam
mengambil keputusan; ' o s

o. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam
“melaksamakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan

yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penylmpangan
dalam pelaksanaan tugas;

¥ 1

p- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan progfam kerja yang .
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas..

Bagian Kesembifan : 7
Kepala Selosi Pasca Panen dan Pemasaran

Pasal 20

Kcpala Seksi Pasca Panen dan Pemasaran mempunya_l tugas memimpin SekSI'
Pasca Panen dan Pemasaran dalain melaksariakan tugas menyusun rencana dan
program kerja, mengumpul dan ‘mengolah bahan perumusan kebijakan teknis,
koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaperan dan petunjuk  teknis

pelaksanaan kegiatan pasca panen dan pemasaran meliputi' pengembangan -

perijinan usaha pengolahan hasil perikanan, penggunaan sarana pasca’ panen
dan pengawasan mutu hasil penkanan :

PasalZl

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 20, Kepala
Secksi Pasca Panen dan Pemasaran mempunym uraian tugas :

a. Merencanakan program kerja Seksi Pasca Panen dan Pemasaran B1dang _
Perikanan Tangkap berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Kelautan dan Perikanan serta ketentuan yang berlaku sebagax pedoman
dalam melaksanakan tugas; :

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fung31 masing-
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditctapkan;

c. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis

berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dcngan cc,pat dan ;
benar; :
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Mengumpul dan mengolah serta memproses bahan pcruniuSa_n kebijakan |
teknis yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Pasca Panen _dan Pemasaran
Bidang Perikanan Tangkap untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;

Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan untuk
meningkatkan kelancaran dan menghindari tetjadmya kesalahan scrta.-'
penyimpangan dalamn pelaksanaan tugas; : '

Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis serta koordinasi dalarn ra.ngka _
penetapan standar sertifikasi Pasca Panen dan Pemasaran agar dlperoleh
hasil yang tepat sasaran dan terpadu,

Melaksanakan pengendalian romitoring, evaluasi dan pelaporan keglatan'
Pasca Panen dan Pemasaran sesuai petunjuk teknis agar diperoleh kinerja
yang optimal; '

. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keglatan Pasca Pancn dan

Pemasaran berdasarkan ketentuan yang berlaku agar diperoleh hasil yang
maksimal;

Melaksanakan pengendalian dan  pengawasan kegiatan Pasca Panen dan
Pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku ‘guna tertibnya '
penggunaan sarana dan prasarana. pengolahan dan pemasaran; .

Melaksanakan pengendalian mutu di  unit pengolahan- ddn _unit.ﬂ .

penyimpangan hasil perikanan scsuai prinsip PMMT dan HACCP; _
Melaksanakan pengawasan dan monitoring penggunaan bahan pcngawct.-
berbahaya bagi produks1 segar maupun produk hasil perlkanan,

Melaksanakan pemblnaan kepada kelompok pengolah dan: pt,masaran hasil
perikanan sesuai prinsip PMMT dan HACCP;

. Melaksanakan pengurusan perijinan kegiamn Pasca Panen dan Pemasaran
sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terpenuhinya tertib adm1n1stras1
perijinan;

Melaksanakan pengurusan perijinan kegiatan Pasca Panen dan Pemasaran
sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terpenuhinya tertib administrasi
perijinan; | |
Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan sarana dan -
prasarana pengolahan hasil perikanan oleh kelompok pengolahan ‘dan
pemasaran penerima bantuan; :

Memlfasilitasi dan memberikan saran keparia kelompok pengolahan dan .
pemadsaran hasil perikanan dalam pemecahan masalah serta kendala yang -
dihadapi dalam keagiatan pengolahan dan nemasaran; '

Menyampaikan. saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan .

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai ba.han pertimbangan bagi pimpinan dalam-
mengeambil keputusan; -

Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas' bawahan dalam
melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan
yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penylmpanga,n :
dalam pelaksanaan tugas; v -

Membuat lapocan hasil pclaksanaan tugas berdanarkan program kerja yang j
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan- |
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupok51 sesual_
petunjuk damn: arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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Bagian Kesepuluh

Pasal 22 -
(1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyusun rencana dan
program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pelaksanaan. -
kegiatan perikanan budidaya meliputi pengembangan sarana dan prasarana
perikanan budidaya, pengembungan produksi dan pembenihan  serta
pengembangan usaha pcnkanan budidaya.

(2) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlplmpln :
oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung -
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Bldang
Perikanan Budidaya mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan dan menyusun program kerja Bidang Pcnkanan Budldaya _
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) serta ketentuan ‘yang berlaku
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada para Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan |

fungsi masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana ya.ng-
telah ditetapkan; :

c. Memberi petunjuk keria kepada para Kepala Seksi secara lisan dan tertuhs |
berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan denga.n
cepat dan benar; i

"d. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Kepala Seksn
untuk meningkatkan kelancaran dan menghindari terjadinya kesalahan serta
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas,

e. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan perikanan budldayn (mduk
calon induk, benih, konsumsi, dan non konsumsi) meliputi- Icqglatan
pengembangan dan peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan produksi, |
peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil (home indﬁstry),'
peningkatan promosi dan pemasaran hsil produksi dan hasil olahan (home
Industry) serta di tunjang dengan pengembangan sarana dan prasaranan;

f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan’ teknis, serta koordinasi d_enga;i
sektor terkait pada pengembangan perikanan budidaya (induk, calon induk,
benih, konsumsi, dan non konsumsi) meliputi kegiatan ‘pengembangan dan
peningkatan produktivitas, efisiensi dan mutu produksi, peningkatan
penanganan pasca panen dan pengolahan hasil (home industry), peningkatan .
pemasaran produksi dan hasil olahan (home industy) serta di tunjang dengan
pengembagan sarana dan prasarana (teknis dan teknis spe31ﬁk) agar di
peroleh hasil yang tepat sasaran dan' ‘terpadu;

g. Melaksanakan pembinaan bimbingan teknis serta koorclmam dalam rangka
penetapan standar sertifikasi perlkanan budidaya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku guna di jadikan bahan acuan; -

h. Melaksanakan perencanaan pengembangan, pemblnaan dan pengelolaan )
serta evaluasi sumberdaya perlkanan bud1daya
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i. Melaksanakan pengendalian dan eradikasi hama dan p(‘nynkll 1kun serta :
lingkungan budidaya; ' -

J.  Melaksanakan pemantauan dan pengendalian ketersediaan 1kan hxdup dl-
perairan umurn seperti sungai, danau dan lainya;

k. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pelayanan duma usaha.'
perikanan budidaya; { '

1. Melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Sarana dan- o

prasarana perbenihan baik milik, pemerintah (BBI) maupun rmhk rakyat
(UPR); | '

m. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya _
manusia di bidang perikanan budidaya; -

n. Melaksanakan perencanaan pengembangan, pembinaan 'dan pengelolaan
serta evaluasi perbenihan dan ras unggul;

o. Melaksanakan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan-
perikanan budidya sesuai dengan petunjuk teknis agar dlperoleh hasil yang
optimal; o

p. Melaksanakan pengawasan dan pengurusan perijinann - usaha perikanan’
budidaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terpenuhmya tertlb""
administrasi perijinan; : :

q. Memfasilitasi pengembangan wilayah dan jasa kelautan dan pc,rikanan sesuai
. dengan Kketentuan yang berlaku guna terpenuhinya tertib: admmlstras:
perijinan; . c

r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan bcrkautan dengan
permasalaban yang d1hadap1 baik secara lisan atau tertulis berdasarkan hasil
temuan dan masalah untuk duadlkan bahan pertlmbangan bagi plmpman
dalam mengambil kebijakan;

s. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berkaitan

dengan kegiatan Bidang Perikanan Budidaya yang dilaksanakan- sebagal - |

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan .sebagai bahan evaluaSI -
- serta penilaian kinerja oleh pimpinarn; -

t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan’ tupok31 sesuai.
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 24
Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
1. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan. Budldaya
-+ 2. Kepala Seksi Pengembangan Produksi dan Pembenihan.
3. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya.

Bagian Kesebelas
Kepala Seksi Pengembangm: Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya o
Pasal 25 ' , )
Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pcrikana'n Budidaya
mempunyai tugas memimpin Seksi Pengembangan Sarana .dan Prasarana -

Perikanan Budidaya dalam melaksanaka"n tugas menyusun rencana dan program
kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
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fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis - pelaksanaan .

~ pengembangan sarana dan prasaran’ perikanan budidaya meliputi kegiatan

pengelolaan sarana dan prasarama pembudidayaan ikan, pembangunan dan
pengelolaan Balai benih ikan air tawar, air payau dan laut, pengawasan alat
pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit
pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, penggunaan keramba Janng'
t,apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kota.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal -25 Kepala
Seksi. Pcngcmbangan Sarana dan Prasarana Perikunan Budidayn mempunyar
uraian tugas : ]

a. Merencanakan program kerja Scksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perikanan BLdldaya Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan serta kc,tentuan yang. L

berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis
berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan
benar;

d. Mengumpul dan mengolah serta memproses bahan perumnusan kebijakan
teknis yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Pengembangan Sarana dan
Prasarana Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Budidaya untuk kelancaran
dalam pelaksanaan tugas; o

e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pada sekm '
' Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya agar tercapamya
efisiensi dan efektifitas; Y

. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi prasarana . perlkanan buchdaya,.
pemasaran dan perbenihan ikan air tawar dan air nantai;

g. Melaksanakan analisis kebutuhan, -pengadaan dan penggunaan pra'-‘.arana"
budidaya, pemaseran dan pembenihan ikan air tawar dan air pantai; -

h Melaksanakan pembinaan terhadap pemanfaatan prasarana perikanan
budidaya; pemasaran dan pembenihan ikan air tawar dan air pantai

i. Melaksanakan pengembangan prasarana penkanan budldaya, pemasaran,' .
dan perbenihan ikan air tawar dan air pantai -

jo Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data prasarana penkanan |
budidaya, pemasaran dan perbenihan ikan air tawar dan air pantai

k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan -
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan  pertimbangan . bagi pimpinan dalam
mengambil keputusan; ' | -

l. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas  bawahan  dalam
melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan .
yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penylmpangan. _
dalam pelaksanaan tugas, :
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m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program ker_]a yang _
- telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; '

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi scsua.l '
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keduabelas

Pasal 27

Kepala Seksi Pengembangan Produksi dan Pembenihan mempunyai tugas -

memimpin seksi Pengembangan Produksi dan Pembenihan dalam melaksanakan
tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan
perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi,

pelaporan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan pengembangan S

produksi dan pembenihan meliputi pelaksanaan kebijakan produk pembenihan
perikanan tawar, air payau dan laut, mutu benih/induk ikan, pelaksanaan
¢ sistem informasi benih ikan, akred1ta§1 lembaga sertifikasi perbenihan ikan,
teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih
alam, pengawasan mutu benih, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.

| Pasal 28
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Puasal 27, Kepala
Seksi Pengembangan Produksi dan Pembenihan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan program kerja Seksi Pengembangan Produksi dan Pembenihan
Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Kelautan dan Perikanan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsx masmg-
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

¢. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis :

berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan
benar; '

d. Mengumpul dan mengolah serta memproses bahan perumusan ‘kebijakan
teknis yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Pengembangan Produksi dan
Pembenihan Bidang Perikanan Budldaya untuk kelancaran dalam-
pelaksanaan tugas; :

i

e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pada seksi
Pengembangan Produksi dan Pembenihan agar tercapainya ' efisiensi dan
efektifitas;

f. Melaksanakan pembinaan bimbingan teknis serta koordinasi dalam rangka
penetapan standar sertifikasi agar diperoleh hasil produksi yang bcrkualltas
sesuai ketentuan CaraBerbudidaya lkan DenganBaik ( CBIB);

g Melaksanakan monitoring, evaluasi:dan pelaporan kegiatan Pengembangan
Produksi dan Pembenihan Usaha Perikanan Budidaya sesuai petunjuk teknis
agar diperoleh kinerja yang optimal; |

h, Melaksanakan pengendahan dan pengawasan kegiatan Pengembangan Usaha

Perikanan Budldaya berdasarkan ketentuan yang berlaku agar dlpcrolch hasll -
yang maksimal;
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i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan -kegiatan
Pengembangan Produksi dan Pembenihan Usaha Perikanan Budldaya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; -

j. Melaksanakan analisis kebutuhan ,pengadaan dan pengunaan sarana dan
prasarana kegiatan Pengembangan Produksi dan Pembenihan Usaha
Perikanan Budidaya;

k. Melaksanakan Identifikasi dan Infentarisasi sarana dan prasarana keglatan
pengembangan dan pembenihan Usaha Perikanan Budidaya;

. Melaksanakan pengawasan pakan dan obat-obatan pada kegiatén produksi
dan pembenihan dalam Usaha Perikanan Budidaya; |

m. Mengupayakan pelaksanaan Kegintan produksi pembenihan pada Balai Benih

lkan (BBI) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta kegiatan Usaha

. Budidaya Perikanan lainnya untuk menerapkan sistem Cara Berbudldaya
Ikan dengan Baik (CBIB); by

n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan : periimbangan bagi pimpinan dalam _
mengambil keputusan; S

0. Mengontrol dan mengevaluasi . pelaksanaan tugas bawahan dalam
melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan

yang berlaku untuk menghindari texjadmya kesalahan dan penyimpangan
dalam pelaksanaan tugas;

p. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungJawaban kepada pimpinan; dan

q. Melaksanakan tugas kedinasan laihﬁya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan uni;ik kelancaran pelaksanaan fugas.

Bagian Ketigabelas
Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

Pasal 29

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas
memimpin  Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dalam
melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerjn, mengumpul dan
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitosi, monitoring,
evaluasi, pelaporan dap petunjuk tcknis pelaksanaan kegiatan pengembangan
usaha perikanan budidaya meliputi perizinan dan penerbitan Izin Usaha -
Perikanan (IUP) budidaya ikan sesuai kewenangan dinas, pemnbinaan dan
pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan, pemantauan
ckspor hasil perikanan, investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan,
perizinan usaha pengolahan dan pembasaran hasil perikanan di kota sesuai
kewenangan dinas.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala
Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai uraian tugas:

a. Merencanakan program kerja Seksi Pengembangan Usaha Perikanan
Budidaya Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan Rencana Strategis
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(RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan serta ketentuan :yang berlaku'
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; :

Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungai masing—
masing agar pelaksanaan tugas scsuéi dengan rencana yany telah ditetupkan;

Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis

berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan
benar;

Mengumpul dan mengolah serta memproses bahan perum_usan kebijakan .
teknis yang berkaitan dengan kegiatan seksi Pengembangan Usaha Perikanan

Budidaya bidang perikanan budidaya untuk kelancaran dalam pelaksanaan |

tugas;

Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan 'tuga's pada Seksi .
- Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya agar tercapamya efisiensi dan‘ :
efektifitas;

Mengumpul dan mengolah data statsistik perikanan budidaya- guna

pemutakhiran data perikanan budidaya yang, akurat, mutakhir dan .

berkesinambungan;

Melaksanakan pembinaan bimbingan teknis serta koordinasi dalam rangka
penetapan standar sertifikasi agar diperoleh hasil yang tepat sasaran dan
terpadu; .

Melaksanakan monitoring, evalua31 kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan
Budidaya sesuai petunjuk teknis agar diperoleh kinerja yang optimal;

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengembangan Usaha
- Perikanan Budidaya berdasarkan ketentuan yang berlaku agar diperoleh hasil
yang maksimal;

Melaksanakan pengurusan perijinan Usaha Perikanan Budidaya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. guna terpenuhinya tertlb adrmmstram :
perijinan; ;
Memfasilitasi pengembangan Kerjasama Kemitraan Pembudidayaan Ikan '
sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memanfaatan sebesar-besamya
sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersedia;

Melakukan promosi sumberdaya kelautan dan perikanan guna menarik
minat berinvestasi dan perluasan pasar produk perikanan budidaya;

. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan .
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertlmbmlgan bagi pimpinan dalam
mengambil keputusan; = | o '
Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam
melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan
yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan
dalam pelaksanaan tugas; _
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan |
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untpk kelancaran peclaksanaan tugas.

Y
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Bagian Keempatbelas _
Kepala Bidang Laut dan Pesisir
Pasal 31 C
(1) Bidang Laut dan Pesisir mempunyai tugas menyusuh dan rhengolah bahan
perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi
pelaporan pelaksanaan bidang laut dan pesisir meliputi pengawasan dan
pengendalian sumber daya laut dan pesisir, pengembangan pesisir dan

kelautan serta pengembangan kapas1tas kelembagaan dan sumb('r daya_
manusia. :

(2) Bidang Laut dan Pesisir sebagaumania dimaksud pada ayat (1) dlplmpm oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertunggung Jawab'
'kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. '

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana d:maksud dalam Pasal 31 Kepala -

Bidang Laut dan Pesisir mempunyai uraian tugas:

a. Merencanakan dan menyusun program kerja Bidang' Laut dan Pesisir
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA} serta ketentuan yang berlaku
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada para Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan .
fungsi masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan; : o

c. Memberi petunjuk kerja kepada para Kepala Seksi secara llsan dan tertuhs
berdaszrkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dllaksanakan dengan
cepat dan benar; co .

d. Mengarahkan dan mengkoordmasnkan pelaksanaan tugas para Kepala Seksi
untuk meningkatkan kelancaran dan menghindari terjadinya kesalahan serta '
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; -

e. Mengkaji dan telaahan terhadap kebijakan pengelolaan laut dan pesisir,

pengawasan dan pengendalian sumberdaya, peningkatan SDM dan "

kelembaaan kelompok kelautan dan perikanan;

f. Memfasilitasi pengelolaan laut dan pesisir, pengawasan dan pcngcnc’.allan-
sumberdaya, peningkatan SDM dari kelembagaan kelompok kelautan dan
perikanan terhadap stakeholder sesuai dengan peraturan perundang—

" undangan yang berlaku untuk ke]ancaran pelaksanan tuges;

g. Mengatur pengelolaan / pemanfaatan ruang iaut dan manajemcn pengelolaan _
SDM kelautan dan prasarana pengawasan; .

h. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang dengan para kaSl :
dan staf agar memperoleh hasil yang optimal; '

i. Melakukan pengawasan tugas-tugas yang ada pada kasi-kasi dan staf serta
melakukan evaluasi hasil kerja apakah sesuai dengan rencana yang di
tetapkan;

j- Melakukan koordinasi lintas bidang pada dinas kelautan dan penkanan-
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; :

k. Melakukan konsultasi dan koordinasi kepada instansi terkatt, berkaita'n .
pengelolaan laut dan pesisir, pengawasan dan pengendalian sumberdaya,
peningkatan SDM dan kelembagaan kelompok kelautan dan perikanan; '
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. Mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan para kasi dan.
membandingkan hasil kerja yang dicapai dengan hasil sebelumnya untuk
mengetahui tingkat kerja yang dicapai; |

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan bérkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi baik secara lisan atau tertulis berdasarkan hasil
temuan dan masalah untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinah
dalam mengambil kebijakan; =

n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berksutan - |
dengan kegiatan Bidang Laut dan Pesisir yang dilaksanakan secbagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan sebagai bahan evaluasx_ _
serta penilaian kinerja oleh pimpinan; dan . _

0. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupokm sesuai '
petunjuk dan arahan pinpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

. b St
Pasal 33

Kepala Bidang Laut dan Pesisir membawah1

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendahan Sumberdaya

2. Kepala Seksi Pengembangan Pesisir dan Kelautan.

3. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM.

Bagian Kelimabelas

Kepala Seksl Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Pasal 34

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdiya mempunyni tugas
memimpin Seksi Pengawasan dan Pengendalian = Sumberdaya - dalam-
melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan
- mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring,
evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan =~ dan
pengendalian sumber daya kelautan meliputi pengelolaan sumber daya kelautan, .
perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumber daya kelautan, -
pencegahan pencemaran kerusakan sumber daya ikan, bimtek pelaksanaan
eksplorasi, eksploitasi, konservasi “dan  pengelolaan kekayaan laut,
pengembangan wilayah dan jasa kelautan sumber daya hayatz .dan non hayatl_
serta sumber daya kelautan.

i
Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Kepala
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya mempunyai uraian  tugas :
a. Merencanakan program kerja Séksi Pengawasan dan '_Pengendaliah'_--

Sumberdaya Bidang Laut dan Pesisir berdasarkan Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perlkanan serta ketentuan yang berlaku

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi . masing-
masing agar pelaksanaan tugas scsuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. Memberi petunjul: kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis
berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan
benar; _
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Kepala Seksi Pengembangan Pesisir dan Kelautan mempunyai t‘u'ga's' rricmimpin L .

Mengumpul dan mengolah serta memproses bahan pefurn\.isah 'kébijékén'
teknis yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Bidang Laut dan Pesxs1r untuk kelancaran dalam pelaksanaan o

tugas;

. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan yang akan d11aksanakan balk secara |

internal maupun eksternal sesuai ketentuan yang berlaku dan jadwal
kegiatan yang telah ditetapkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan-
tupoksi bidang;

Memfasilitasi pelaknanaan bimtek yang berkaitan dengan eksplerasi,
eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pengembangan:
wilayah dan jasa kelautan, sumberdaya hayati dan non hayati serta .
sumberdaya kelautan; Sy L - :

. ]

Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumbcrdaya kelautan
yang meliputi perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya -
kelautan dan pencegnhan pencemaran kerusakan sumberdaya ikan; '

. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahen dalam

melaksanakan tugas berdasarkan program kerja dan tupoksi untuk
mengetahui tingkat kinerja yang telah dicapai sehingga dapat nienghindari
terjadinya kesalahan dan penylmpangan dalam pelaksanaan tugas

~ Melaksanakan pembinaan dan blmblngan kelompok pengawas masyarakat

dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dilapangan;

Melaksanakan patroli bersama 1nst:‘mSI terkait dan kelompok masyarakat'. -'
pengawas dalam rangka pencegahan pencemaran sumberdaya 1kan,

Membuat himbauan-himbauan dan memasang rambu-rambu. peringatan-
dalam rangka pencegahan perusakan dan peneemaran daerah konservas1.
serta pengelolaan perairan dan kekayaan laut;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan bcrkaltan dengan
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan  dalam
mengambil keputusan; ' '- T
Mengontrol dan 1nengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam

. melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan

yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penylmpangan__
dalam pelaksanaan tugas;

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program k_erja yang |
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai -
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan lugas.

Ragian Keenambelas |
Kepala Seksi Pengembangan Pesisir dan Kelautan
Pasal 36

Seksi Pengembangan Pesisir dan Kelautan dalam melaksanakan tugas menyusun -
rencana dan program kerja, mcngunipul dan mengolah bahan perumusan .
kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan

petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan pesisir dan kelautan meliputi
pemberdayaan masyarakat pesisir, 1dent1ﬁka31 nelayan/petani ikan ‘di daerah
pesisir pantai, pembmaan nelayan, serta identifikasi sumber daya hayati, non
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“hayati daerah pesisir pantai dan ekploitasi sumber daya kelautan, penatnan tata
ruang pesisir, reklamasi pantai dan mlugasx bencana alam di wilayah pesisir dan
- laut, rehabilitasi kawasan pesisir dah pulau—pulau kecil (bcrlcoordlnaSI dengan
unit kerja terkait).

Pasal 37 A
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala
Seksi Pengembangan Pesisir dan Kelautan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan program kerja Seksi Pengembangan Pesisir dan Kelautan
Bidang Laut dan Pesisir berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas -

Kelautan dan Perikanan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman._ |
dalam melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi 'rnasing-
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertuiis_

berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan
benar;

d. Mengumpul dan mengolah serta memproses bahan perumusan kebl_]akan-
teknis yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Pengembangan Pesisir dan
Kelautan Bidang Laut dan Pesisir untuk kelancaran dalam pelaksanaan
tugas; - - ' '

e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pada seksi
Pengembangan Pesisir dan Kelautan agar tercapainya efisiensi dan efektlﬁtas, :

f. Melaksanakan pengelolaan peinberdayaan masyarakar pesisir sesual dengan '
petunjuk teknis pelaksanaan pen[,cmbangan pesisir dan kelautan;

g. Melaksanakan pembinaan nt.layan sesuai dengan petunjuk teknis -
pelaksanaan pengembangan pesisir dan kelautan;

h. Melaksanakan identifikasi sumberdajra hayati dan non hayati wxlayah peswnr
da npantai dan eksploitasi sumberdaya kelautan;

i. Melaksanakan penyusunan dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil sesuai dengan undang-undang pengelolaan wilayah pesmr dan.
pulau-pulau kecil;

j. Melaksanakan penataan ruang wﬂayah pesisir sesuai dengan ketentuan
pengelolaan wilayah pesisiit dan pulau-pulau kecil;

k. Melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi diwilayah pesisir dan pantaJ sesum '
dengan kaidah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

1. Melaksanakan mitigasi bencana alam diwilayah pesisir dan pantax sesuaj |
dengan kaidah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan burkmt_an detigan
permasalahan yang dibadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertlmbangan bagi pimpinan dalam
mengambil keputusan,; _

n. Mengontrol dan mengevaluasi i pelaksanaan - tugas bawahan dalam
melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan -'
yang berlaku untuk menghindari terjadmya kesalahan dan penyimpangan

. dalam pelaksanaan tugas; '

0. Membuat laporan hasil pelaksanaan'tugas berdasarkan program kerja yang o
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
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p. Melaksanakan tugas kedinasan lalnnya yang berkaitan dengan tupok81 sesuaJ
- petunjuk dan arahan plmpman untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BaganKeuﬂuhbehs
KepahSelmiBengemban@.nKapodlasKelembagaanthnSDM

Pasal 38

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM mempunym tugas

memimpin Seksi Pengembangan Kapa31tas kelembagaan dan SDM dalam
melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring,

evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan kapasitas:

kelembagaan sumber daya manusia meliputi bimtek peningkatan dan pembinaan
kapasitas kelembagaan dan SDM, pembinaan serta penyelnggaraan diklat teknis
fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemlmpma'n bldang kelautan,
akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala '
Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM mempunyai uraian tugas: .

a. Merencanakan program kerja Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

dan SDM Bidang Laut dan Pesisir berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) .

Dinas Kelautan dan Perikanan serta ketentuan yang berlaku’ sebaga.x :
pedoman dalam melaksanakan tugas;;

b. Membagi tugss kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungm masing-

masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; '

c. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis

berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan .
benar; '

d. Mengumpul dan mengolah serta memproses bahan perumusan kebijakan
teknis yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan dan SDM Bidang Lauf dan Pesisir untuk kelancaran dalam .
pelaksanaan tugas;

e. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan Seksi Pengembangan
Kapasitas Kelembagaan dan SDM;

f. Memfasilitasi bahan masukan sebagai pertimbangan untuk Bidang Laut dan '
Pesisir sesuai dengan tupoksi dari seksi yang bersangkutan;

g. . Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan perurnusan kebijakan
teknis sesuai dengun Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan ‘Kapasnas )
Kelembagaan dan SDM; :

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan .
berdasarkan program kerja sehingga dapat menghlndan teljadmya kesalahan
dalam pelaksanaan tugas; E

i. Melakukan pengkajian dan penelaahan terhadap kebxjakan mengena.l '
pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM;

j»  Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar lintas kasi pada Bidang Laut °

dan Pesisir untuk kelancaran kegiatan dan tugas yang dilaksanakan; - -
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k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai ba.han pertimbangan bagi pimpinan dalam |
mengambil keputusan; by _ ‘

. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam
melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan

. yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan
dalam pelaksanaan tugas;

m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kexja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

, Pasal 40
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan' Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang,

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 26 November 2014

WALI KOTA SINGKAWANG,
- td '-
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 26 November 2014 .
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SYECH BANDAR ,

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG T!.?HUN 2014 NOMOR 31 |

Salinan sesuai Elengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERU

NIP. 19681016 199803 1 004
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